
BUPATT PURWOREJO
PROVTNSI JAWA TENGATI

PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 40 TA.ET]N; 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWORB.IO NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PURWORE.IO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah l(abupaten hrrworejo Tahun
Anggaran 2Ol9 dapat beq'alan lancar, berdaya guna
dan berhasil guna, telatr ditetapkan Peraturan
Bupati Rrnvorejo Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belarfa Daerah l(abupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2019;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2Ot9, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan,
khususnya dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta adanya
penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubalran
atas Peraturan Bupati hrrworejo Nomor 83 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rrrworejo Tatrun Anggaran 2Ol9;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tatrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun lgSO
Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten
Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah;
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Negara

tentang
Dalam

/
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrbaharr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

PERAruRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO NOMOR 83 TAHIN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 83
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 83 Seri A Nomor 13),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Daerah adalah urusan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
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5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang disingkat
DPRD, adalah Dewan Penrakilan Rakyat Daerah l(abupa.ten
Rrrworejo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

7. Peranglat Daeratr adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dalam urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Satuan Keg'a Perangkat Daerah, yang disingkat
SKPD, adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah,

9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
disingkat SKPKD, adalah BPPKAD selaku unsur penunjang
urusan pada Pemerintah Daerah yang

Keuangan Daerah.
ll.Unit Kerja adal,ah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu

atau beberapa program.
12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Anggaran dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
4eB DPRD, de-q d*iteta.pka$ dsn-gen Pera-tu.ran Dserah'

15. Kebijakan Umum APBD, yang disingkat KUA,
adalah dokumen yang memuat kebljalcan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
unhrk periode 1 (satu) tahun.

16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangfu penyelenggaraan Femerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi
pelaporan,
Daerah.

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD, adalah dokumen yang mcmuat rcncana pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan
firngsi bendahara umum daerah sebagai dasar
rancangan APBD.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
qlttqk setiap plsge$r le.bqgai a-cualr dal-aur per-ryus-wral] B.KA-
SKPD.

t7.
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2O. Pemegang Kekuasaan
Bupati yang karena

Keuangan Daerah adalah
mempunyai

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

21. Koordinator
Daerah.

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang s,eLanjutnya disingfuat
PPKD, adalah Kepala yang mempunyai tugas

APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

23. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

24.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang

25.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
penggunaan Barang Milik Daerah.

26.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanal<an sebagian tugas dan fungsi SKP'D.

27. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang disebut
Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanalran sebagian hrgas BUD.

28.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pa.da SKPD.

29.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya
d-icinskat PPK-S-KP- KD, adaleh B-eja.beJ yanc noelak.cfflakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

3o.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK, adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu pnogram sesuai dengan
bidang tugasnya.

3l.Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk
dan

mempertanggungiawabkan uang penerimaan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

S2.Bendahara Pengeluaran adatrah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

uang untuk belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

33. Bendahara Penerimaan SKPKD adalah stafyang ditunjuk untuk
menenma, men]nmpan, dan
mempertanggungiawabkan uang penerimaan daerah dalam
rangka APBD Tahun 2019, yang
bersumber dari La.in-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,
bunga deposito, tuntutan ganti rugi, sumbangan pihak ketiga,

lain-lain, Badan Layanan Umum
Pe.grehl, Dena Ato.kasi Ur-n-uIB, Dan-e N-skasi Kh-us-us, Baei Has-d
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah dan Penerimaan Fembiayaan.

A
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34. Bendahara SKPKD adalah staf yang ditunjuk
untuk menerlma, menjrlmpan,

dan mempertanggungiawabkan uang untuk
Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan

Sosial, Belanja Bagr Hasil, Belar{a Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terdugs, dan Daerah Tahun
Anggaran 2019 dengan tertib dan terahrr sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

35, Bendahara Penerirnaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pembantu adal,ah saf yang untuk

membantu pelaksanaan tugas kebendaharaan dari Bendahara
Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan
anggaran pada sKPD.

36. fim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang tugas

serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penlrusunan APtsD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

37. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yaixg terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampa.ikan laporan
pertanggung jawaban berupa Laporan keuangan.

38. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh wajib
menyelenggaral<an akuntansi dan menSrusun laporan keuangan
q$.tukdjgabu4glranp.adaenti-tasBe-llparan,

39. Kinerja adaliah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

40.Fungsi adalah
tertentu yang
pembangunan.

tugas tahan dibidang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

41. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kew4jiban setiap tingkatan dan/ atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan
masyarakat.

42. Program adalah bentuk kebijakan yang berisi I
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan olch SKPD atau

yang oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

43.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
t_er-rqasut per-ela,ta$ da$ tekn-olsei, da$a atau k--om-binasi dad
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk
bentuk barang/jasa.

keluaran (output) dalam

t
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44. Sasaran (target) adalah hasil yang dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

45. Keluaran (outpuQ adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksana"kan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

46. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

47. Kas Umum Daerah adalah tempa.t penyimpa.nan uang daerah
yang ditentukan oleh untuk menampung seluruh

daerah dan
dacrah.

48. Rekening l(as Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk seluruh
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

49. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kas daerah.
50.
51.

Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Daerah adalah hak Femerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
52. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
53. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antaxa

pendapatan daerah dan belanja daerah.
54. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara

dan belanja daerah.
Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun
pada tahun-tahrrn anggaran

56. Sisa Irbih Angaran, yang disingkat
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

57. Finjaman Daerah adalah semua transaksi yang
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uqng dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban unark kembali.

58. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau a}ibat
lainnya berdasarkan peraturaJr perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

59. Utang Daerah adalah jumlah yang vrajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah Daerah yang daPat
dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan

atau berdasarkan sebab lainnYa yang sah.
6O. Dana adalah dana yang disisihkan guna mendanai

kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dalam satu tahun anggaran.

61. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
manfaat sosial

unhrk membayar seluruh

55.

ekonomis seperti
dan/atau manfaat

bunga, deviden, royalti'
lainnya sehingga dapat
tah dalam rangka kepada

t
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62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang
disingkat DPA-PPKD, addah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan BPPKAD selaku BUD yang

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
63. Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang

disinglat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar
anggaran oleh PA.

64 Pelaksanaan Perubahan PPKD, yang
disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen yang

memuat perubahan belanja dan pembiayaan
BPPKAD selaku BUD yang digunakan sebagai dasar

anggaran oleh PA.
65.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adal,ah dokumen yang
memuat dan belanja SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang
disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat sisa belanja
tahrrn sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan angganan tahun

67. Anggaran lhs adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
unttrk menga.tur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

68. Surat Dana, 5rang selanjutnya disingkat SPD,
adalah dokumen 5rang dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

69. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP,
adalah yang diterbitlan oleh pejabat yalrtg

atas kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

TO.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional
pa.da SKPD/unit kerja dan/atau untuk membiayai pengeluaran

t dan rnungkin dilakukan

disingkat LS, adalah71. Pembayaran Langsung, yang
Pern-bayeran Lanrgsung k-cpe.da Ben-dahara Pengehr.granT
penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas,
dan atau surat kerja lainnya melalui penerbitan surat
perintah membayar langsung.

T2.Tambahan Uang Persediaan, yang disebut TU,
adalah tambahan uang mukayang diberikan kepada Bendahara

Bendahara Pembantu untuk
APBD yang tidakmembiayai pengeluaran atas pelaksanaan

cukup didanai dad UP dengan batas waktu dalam 1 (satu)
bulan.

73.SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP,

yang menurut sifa
melalui mekanisme

dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
uang muka kerja yang bersifat pengisian

adalah
untuk
kernbali (revolving) yang tidak dapa.t dilakukan dengan

h
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74.SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingftat SPP-
GU, adalah dokumen yang diajukan oleh
Pengeluaran unhrk permintaan pengganti Uang Persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

75.SPP Tambahan Uang yang disingkat
SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

untuk permintaan tambahan Uang Persediaan
guna
tidak

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang

SP2D

76. SPP yang disingkat SPP-LS, adalah
dokumen yang di4iukan oleh Bendahara untuk

langsung kepada Pihak Ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran geii dengan jumlah, penerima,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

77. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM,
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk
atas bebdr pengeluaran DPA-SKPD.

78. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang
Persediaan untuk mendanai kegiatan.

79. Surat Perintah Memba3rar Ganti Uang Persediaan, yang
disingftat SPM-GU, adalah dokumen yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SXPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.

8O. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanJutnya disingkat SPM-Tlr, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu
Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

81. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPM-LSI, adalah dokumen yang diterbitkan oleh

Penggune Aqggaran u.r-rtut $prrcrbit&a$ SP2D
DPA-SKPD kepada Pihak KerigF.

82. Surat Perintah PencaLan Dana, yang disingkat
SP2D, adalah dokumen yang seb"gri dasar

dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
83. Kerugian Daerah adalah perbuatan melanggar hukum atau

melalaikan atau tidak kewajiban
sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerugian bagi
Daerah yang bert.pa uang atau surat berharga lainnya dan
Barang Milik Daerah.

84. Badan [ayanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD, adalah SKPD/ Unit Kerja pada SKPD di
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan

kepada masyarakat berupa barang
dan/atau jasa yang dljual tanpa mencarr

dan dalam melakukan didasarkan

4,
pada prinsip elisiensi dan produktivitas.
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85. Pol,a Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD,
memberikan

hewan daJr
lainnya.

90. Pejabat Pembuat
adalah pejabat

adalah pola
fleksibilitas

keuangan
berupa keleluasaan

yang
untuk

praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
kesejahteraan umum dan

bangsa, sebagai dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

86. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya
disingkat RBA, adaLah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target
kinerja dan anggaran BLUD.

87.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya
disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja, pmyeksi arus kas, jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan
sebagqi dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

88. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

89.Barang Daerah adalah semua kekayaan yang bennujud, yang
dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak beserta
bagian- ataupun yang satuan tertentu
yang dapat dimiliki, diukur atau ditimbang termasuk

tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga

Komitmen, yang selanjutnya disebut PPKom,
oleh Penggunayang diberi

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat

anggaran belanja belanja daerah,
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

91. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil,
yang disinglat SPP-GU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara untuk
pertanggungiawaban ganti uang persediaan yang terakhir.

92. Surat
Nihil,

Pemba5raran Tambahan Uang Persediaan
SPP-TU Nihil, adalah dokumen

yang Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungiawaban tambahan uang persediaan.

99, su:a.t Penr-rJah Me.m-bayar Gc$ti Ua$-g PErced.raan Nrhrl, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Anggaran untuk

ganti uang yang te rakhir oleh
fungsi pada SKPKD dan
diterbitlran SP2D-GU Nihil oleh Kuasa BUD.

94. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang disingkat SPM-TU Nihil, adaLah dokumen yang
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran
untuk awaban tambahan uang

oleh fungsi pada SKPKD dan
diterbitkan SP2D-TU Nihil oleh Kuasa BUD.

95. Surat Perintah Pencairan Dana Clanti Uang Persediaan Nihil,
yang disingkat SP2D-GU Nihil, adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Kuasa sebagai

ganti uang persediaan yang terakhir oleh
pada SKPKD.

9 A
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96. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persertieen
Nihil, yang selanjutnya disingkat SP2D-TU Nihil, adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebogti pengesahan
pertanggungiawaban tambahan uang persediaan oleh fungsi
perbendaharaan pada SKPKD.

97. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa kesehatan egar peserta

manfaat kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

99, Fas. rlitas K-eaahatan Tinskat Pertama, yang selaqiutnya
disingkat FI(IP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik
untuk keperhran observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bupati selaku Kepala Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan
pemerintah [s-erah rtalam

Keuangan Daerah dan mewakili
kekayaan daerah yang

(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
a. menJrusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD;

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan
rancangan Peraturan Daerah tentang
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan

b.

c.
Perattrran Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan
Peraturan Daerah tentang Fertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Keuangan Daerah yang sangat

oleh Daerah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebiiakan pengelolaan APBD;
m€nctapkan Kuasa Pcngguna Anggaran;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara

pejabat yang berhrgas melakukan pemungutan
p4jak daerah dan retribusi daerah;

pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
utang dan Piutang Daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan
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k. pejabat lainnYa dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

l.
perundang-undangan; dan'*a*ot lt"rr kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) BuPati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya yang berupa penganggaran

kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah;
b. KepalaBPPKAD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD seLaku Pengguna Anggaran'

kekuasaan sebagaimana dimaksud pada aya! (3)

dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsrp
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,

pelaksanaan
pertanggungiawaban,

Daerah srd

pelaporan dan
serta pengawasan Keuangan Daerah

dimaksud dalam Pasal 3 aYat
Keuangan

(3) huruf a

(4) Pelimpahan
ditetapkan
pemisahan
dan yang menerima atau uang.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan

berkaitan dengan Peran dan fungsinya dalam membantu BuPati
menyusun kebijakan dan
urusan
Daerah.

Pemerintahan Daerah, termasuk Pengelolaan Keuangan

(2t Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah SG dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
koordinasi di bidang:
a. penJrusunan dan
b. penyusunan dan

pelaksanaan
pengelolaan

daerah
c. penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD

dan rancangan awaban APBD;

d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

Perubahan APBD, dan awaban Pelaksanaan

PPKD, dan pejabat
APBD;

e. tugas pejabat perencana daerah,
pengawas keuangan daerah dan

sunan laporan keuangan daerah dalam rangka
awaban Pelaksanaan APBD.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi
pada ayatl2l, Sekretaris Daerah selaku
keuangan Daerah memPunYai tugas:

kebijakan
kebijakan

APBD;
barang

f. penyu

Koordinator

a. memimpin TAPD;
pedoman
pedoman

APBD;
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d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-
SKPD dan DPA-PPKD/DPPA- PPKD; serta

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

(4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungiawab
atas pelaksanaan tugas sebagnimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala BPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menJrusun dan melaksanakan kebiiakan Pengelolaan

Ee\rq4gap Da.erah;
b. menyusun rancangan APBD, rancangan Pembahan APBD

dan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi BUD;
e. m€n5ruaun laporan keuangan daerah dalam rangl<a

pertanggungiawaban pelaksanaan APtsD;
f. menyusun DPA-PPKD/DPPA-PPKD; dan
g. melalcsanakan hrga.s lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Bupati.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APtsD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/

DPPA-PPKD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pi4jaman dan pemberian

pinjaman atas nama Pemerintatr Dae:ah;
h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah;
j. melaksanakan kebiiakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan Barang Milik Daerah;
k. melalrukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan
melalui Rekening l(as Umum Daerah; dan

l. mengustrlkan pejabat di lingkungan BPPKAD kepada Bupati
untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(3) PPKD bertanggungiawab atas pelaksanaan tuga.s kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

L2 
'1



(4) Apabila PPKD berhalangan sementara dalam waktu paling
singkat 7 (tqjuh) hari, antara lain karena sedang melakukan
kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti
pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji,
menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain yang
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat yang
berwenang dapat mengusulkan pejabat di lingkungan BPPKAD
sebagai Pelaksana Harian (Plh) sesuai dengan aturan
kepegawaian yang berlaku.

(5) Pejabat yang diusulkan sebagai Pelaksana Harian (Plh)
dimaksud pada ayat (4) dapat

dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan.

(6) Kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan masaLah keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak kewajiban untuk
berkonsultasi terlebih dahulu kepada PPKD apabila menyangkut
hal-hal strategis dan selanjutnya
penandatanganan kepada PPKD.

tugas

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf I sesuai dengan tugas dan fungsi, bisa lebih dari 1

(satu) orang.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Kepala Daerah.

(3) Kuasa BUD sebqgeimrna dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c.
d.

SP2D;
seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan

daerah;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang
ditunjuk;

dan mengatur dana yang diperlukan dalam
APBD;

uang daerah;
melaksanakan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi daerah;
melakukan pembayara.n berdasarkan permintaan Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban RKUD;

j. melaksanakan pinjaman Daerah atas nama
Pemerintah Daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan
l. melakukan penagihan piutang daerah.

f.

c.
h.

i.
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(a) Dalam tugas, Kuasa BUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggungiavrab kepa.da PPKD selaku
BUD.

6. Ketenhran Keempat dalam BAB III diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagran Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 8

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan

a. menJrusun RKA-SKPD;
b. men5rusun
c. melakulran tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang
e. melakuan pengujian atas tagihan dan

pembayaran;
ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
c. dan laporan

penyelesaian pengadaan barang/jasa pada
SKPD yang dipimpinannya;

h. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran pada
SKPD yang dipimpinnya;
menyerahkan a6€t hasil pengadaan barang/jasa dan asct
lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;

j. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan
barang/jasa dimulai;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
SPM;

mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

n. rueryusun daa r-n-enyampaiken le.po-rea keusagea SKP- P
yang dipimpinnya;

anggaran pada SKPD yang

menetapkan perencanaan pengadaan
dan

Pengadaan Barang/ Jasa;
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

PPKom, dalam hal Pengguna Anggaran tidak
bertindak sebagai PPKom;

PPK SKPD dan PPTK;
pejabat lainnya pada SKPD yang di

dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah; dan
tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan

atau kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

f.

l.

k.
l.
m.

o.

p.
q.

r.
s.

t.
u.

v.

Renc-ana Umum
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(2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga
berikut:

sebagai

Bagran Kelima
Kugse Pengguna Anggaran

Pasal 9

(1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tuga.s sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melimpahkan sebagian

kepada Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala
Bagtan/ Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(21 sebagian kewenangg.n sebaga.imana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lokasi,

obyektif
, rentang kendali dan/atau

(3) Pelrstpaha$ cebasen ke.rvcnaagan qpSqlgai!$ana dimaks.u-d pa.da
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepal,a SKPD selaku
Pengguna Anggaran disertai dengan
dirraksud pedaayat(2).

(4) Usul Kepala SKPD selaku
dimaksud pada ayat (3)

Pengguna Anggaran sebagaimana
mengenai sebagian

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dari Tim Keuangan

Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(5) Kewenangan Pengguna Anggaran yang dilimpahkan kepada
Kuasa Fengguna Anggaran se
meliputi:

bagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. melakukan tindakan yang
beban anggaran belanja;

mengakibatkan pengeluaran atas

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang di
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian ke{a mam dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah
e.
f.

h.

SPM-LSI dan SPM-TU;

Kuasa
dalam

g. mengawasi
dan

sesuai ketentuan peraturan
tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya

retribusi Daerah;
anggaran unit ke{a yang

-undangan atau

dimaksud pada ayat (f)
dimaksud pada ayat (5)

kuasa yang dilimpahkan oleh
Anggaran.

Pengguna Anggaran sebagaimana
melaksanakan tugas sebagaimana

bertanggungiawab kepada Pengguna
A

(6)
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Pasal 1O

(f) Apabila Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
berhalangan sementaxa dalam waktu paling sedikit selama 7
(tujuh) hari kerja, antara lain karena sedang

ke luar daerah atau ke luar negeri,
pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji,
menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain yang
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat yang
benpenang dapa.t menunjuk pejabat di lingkungan SKPD yang
bersangkutan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) sesuai dengan
ketentuan kepegawaian yang berlaku.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.)
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) dapat menandatangani
dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan.

(3) Kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan
dengan masalah keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak kewajiban untuk berkonsultasi terlebih
dahulu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
apabila hal-hal strategis dan selanjutnya

tugas kepada Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna

8. IGtentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PPKom dalam Penpdaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf t memiliki tugasr
a. menJrusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesilikasi tcknis/Kerangka Acuan Kerja (I(AK);
rancangan kontrak;
harga perkiraan sendiri;
besaran uang muka yang akan

kepada Penyedia Barang/Jasa;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

tim
tim atau tenaga ahli;

untuk nilai paling sedikit di
atas Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah);
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan Kontrak Pengadaan barang/Jasa;
melaporlen pelaksanasn dan penyelesaian kegiatan kepada
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

m. hasil kegiatan kepada
Anggara denganAnggaran/ Kuasa

b€rita acara penyerahan
dan menjaga keutuhan seluruh
kegiatan; dan

b.
c.
d.
e.

f.
s.
h.
1.

J.
k.
l.

n.

o. menilai kinerja Penlrcdia Barang/ Jasa.

h
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(2) Selain melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPKom tugas berdasarkan pelimpahan

dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggara, meliputi:
a. melakukan tindakan yang

dan
menetapkan perjanjian dengan pihak lain

dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dapa.t dibantu oleh Pengelola
Barang/Jasa.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah berbunyi sebagei berikut:

Pasal 12

(1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk pejabat pa.da
SKPD/ Unit Kerja yang dipimpinnya selaku PPIK.

(2) Penunjukan pejabat sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kompetensi
jabatan, kesesuaian dengan tugas dan fungsi, anggaran
kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objelrtif lainnya.

(3) PPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/ Kuasa
Penggunaan Anggaran meliputi::

mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

men5rigBken dokurne. n anggaran atas beban pengelueran
pelaksanaan Kegiatan yang meliputi dokumen
Kegiatan maupun yang terkait
dengan p€rsyaratan pembayaran yang seaual
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(4) Pengguna Anggaran/ Kuasa Fengguna dapat
menuga.skan PPTK untuk membantu pelaksanaan penga.daan
barang/jasa berdasarkan permintaan PPKom.

(5) PPTK yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran se
dima"ksud pa.da ayat (1) bertanggung jawab atas peLaksanaan
tugas kepada Pengguna Anggaran.

(6) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimahsud pada ayat (1) atas
pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5), PPTK dapat dibantu oleh Pembantu
PPTK yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa

b.

a.
b.
c.

h
Pengguna Anggaran.
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(8) Penunjukan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) didasarkan pada pertimbangan anggaran kegiatan, beban
kerja, lokasi, dan/ atau rentang kenddi maupun pertimbangan
obyektif lainnya.

(9) Pembantu PPTK sebagaimals dimaksud pada ayat (6)
tugas untuk membantu PPTK dalam melaksanakan

kegiatan teknis dan , baik dari segi perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan.

(1O)Dalam tugas, Pembantu PPTK sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (O) bertanggung jawab kepada PPIK.

(ll)Apabila PPTK berhalangan sementara dalam walrhr paling
sedikit selama 7 (tujuh) hari kerja antara lain karena sedang

ke luar daerah atau keluar negeri,
mengikuti
ibadah haji,

dan pel,atihan/kursus,
rawat inap dirumah sakit, cuti, atau

alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Pejabat Pengguna Kuasa Anggaran
menunjuk pejabat lain di lingkungan SKPD sebagai Pengganti
PPTK.

( l2)Penunjukan Pengganti PPIK dimaksud ayat (1O)

dapat bersifat sementara atau tetap sesuai dengan
pertimbangan pejabat yang benrenang.

10. IGtentuan Pasal 13 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang dimuat ddam DPA-
SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

(2) PPK-SKPD
tugas:
a. meneliti

sebagaimana dimaksud pada ayat (t) mempunyai

kelengkapan SPP-LSI pengadaan barang dan/atau
Jasa yang disampa.ikan oleh Bendahara Pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta
lainnya yang ditetaFkan sesuai dengan ketentuan

yang diajukan oleh Bendahara

c. melakukan verifikasi SPP;
d. SPM;

melakukan verifikasi laporan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
melaksanakan fungsi akuntansi SKPD; dan

laporan keuangan SKPD.

f.
s.
h.

h
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negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

11. KeGntuan Pasal t5 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat
(6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan

(1) Bupati atas usul PPKD Bendahara Penerimasn
dan/ atau Bendahara untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka
SKPD dan SKPKD.

pelaksanaan anggaran pada

(2) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
SKPD dan SKPKD dimaksud pada ayat (1)
staf pada SKPD dan SKPKD yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan.

(3) Bendahara dan/atau Bendahara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung
Eraupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan

dan penjualan jasa atau
gi atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan,

serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas

(4) Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara
dimaksud pada ayat (1) secara

Uertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku
BUD.

(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor
ke RKUD, menatausahakan, dan
Pendapatan Daerah yang diterimanya.

(5) Bendahare Pengelueren scbagarmane dlrlee&su.d pada eyet (!)
memiliki tugas dan wewenang:
a. pembayaran menggunakan SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang

dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat Laporan pertanggungiawaban secara administratif

kepada Pengguna dan laporan
secara fungsional kepada BUD secara

periodik; dan
8. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

h
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12. Ketentuan Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat
(5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam hal Pengguna Anggaran sebagian
kepada Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1), maka Pengguna
Anggaran usulan penetapan penunjukan

Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pembantu kepada Bupati.

(2t dan/atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) hanya dapat dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna
Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau Bendahara
dimaksud pada ayat (1)

Pembantu
awab kepada Bendahara

Peneimaan / Bendahara Pengeluaran.

(4) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada
Sye_t (U m_euuliki tugas dan we_wena$g Ees.uai de$ggn lilgk_up
penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu sslagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tuga.s dan wewenang:

pembayaran menggtrnakan SPP-TUa.
dan SPF-LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU

yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran

yang tidak sesuai dengan ketentuan
undangan;

f. meneliti kelengfupan dolnrmen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perulndang-undangan; dan
h. membuat laporan

kepada Kuasa
pertanggungjawaban secara administratif

Anggaran dan laporan
pertanggungiawaban secara fungsional kepada Bendahara
Pengeluaran secara periodik.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) PPKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Bupati tentang APBD

memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan
menyampaikan nrncangan DPA-SKPD.

h
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(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi rincian sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut,
rencana penerimaan dana dan rencana penarikan dana setiap
SKPD serta pendapatan yang diperkiral<an,

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lama 6 (enam) hari ke{a setelah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

14. Ketenhran Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan daLam tahun anggaran berjalan untuk:
a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia

anggarannya;
bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerahc.

yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan

d. melunasi kewqjiban bunga dan pokok Utang;
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil

Negara akibat adanya kebijaf<an Pemerintah;
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/atau
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun
anggaian berjafan, yang dapa.t diselesaikan sampai dengan
batas akhir
be{atan.

dalam tahun anggaran

15. Ketentuan ayat (9) Pasal 62 diubah, sehingsa Pasal 62
sebagai berikut:

Pasal 62

(l) Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
yang belum tersedia anggarannya, baik belum p tersedia
anggarannya dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, yang

dalam Peraturan Daerah
Tahun

(21 Keadaan darurat dimaksud pa.da ayat (1.),
sekurang-
a. bukan

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
kegiatan normal dari aktivitas

Pemerintah dan tidak dapat

b. tidak terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengamh Pemerintah Daerah;
d. mempunyai dampak signifikan anggaran

dalam rangka yang disebabkan oleh keadaan

tentang Perubahan APBD Kabupaten
Anggaran berjalan.

ft
darurat.
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(3) Kriteria belanja untuk
dimaksud pada ayat (l),

mendesak sebagaimana

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran
berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbullran kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor

kesehatan, yang harus segera

b. program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD
tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang
disediakan tidak anggaran hanya
diarahkan untuk belanja modal dan/atau

mengubah terlebih dahulubelanja barang dan jasa dengan
capaian kinerja;

c. usuliarl program dan kegiatan baru yang belum tercantum
dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun
program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam Rencana
Kefa Daerah tahun anggaran berjalan
dengan besaran tidak melampaui pagu Rencana Kerja

Daerah tahun anggaran be. rjalen.

(5) Keperluan mendesak Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, mencakup:
a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana

Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau
dana pemerintah daerah lainnya yang setelah

berupaAPBD namun dana
administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan
belum tersedia;

b. program dan kegiatan dalam rangka
bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/ ata.u
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, narnun dananya tidak
masuk ke Rekening l(as Umum Daerah dan membutuhkan
dana pendukung dari APBD;

c. Belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang
dibutuhkan terus-menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk

setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersang[utan, seperti: belanja pegawai, belanja barang dan
jasa;

d. Belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk menjamin
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar

antara lain: dan kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak keriga;

mendesak lainnya sebagai dampak dari
kebljakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

e.
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(6) keadaan darurat, termasuk belanja untuk
keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya, baik
yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dalam APtsD, dimaksud pada ayat (1), dapat

Belanja Tidak Terduga, ditrakukan dengan
pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja
SKPD berkenaan.

(7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, pendanaan
keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara:
a, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capa.ian

kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjatan;

uang kas yang tersedia; dan/ atau
pergeseran anggaran pada belanja yang

bersifat mengikat yang perhitungannya tidak tepat sesuai
kebutuhan.

(8) ulang capaian target kineda program/kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimaha
dimaksud pa.da ayat (7) huruf a dengan

target keluarah (antpi), jadwal
kegiatan, dan aliran kas kegiatan yang diajukan oleh SKPD
berkenaan.

(9) Pemanfaatkan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf b diperhitungkan tidak melebihi SiLPA riil
yang dihitung berdasarkan saldo kas per 31 Desember tahun
anggaran yang dikelola BUD dan diluar
pengelolaan BUD.

(10) Pergeseran anggaran pada belanja yang bersifat mengikat
SIe dimaksud pada a3ra.t (7) huruf c termasuk
pergeseran belanja pega.wai pada belanja tidak langsung.

(11) Pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak langsung
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (lO), dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara:
a. melakukan pergeaeran anggaran dari belanja pegawai pa.da

belanja tidak langsung di SKPD berkenaan yang
melebihi kecukupa.n kebutuhan belanja

b.
c.

pegawai pada SKPD berkenaan tersebut ke Belanja Tidak
Terduga;

b. melakukan pergeseran kembali dengan jumlah yang sama
dari Belanja Tidak Terduga ke belanja pegawai pada belanja
tidak langsung di SKPD berkenaan yang
tidak sesuai kebutuhan SKPD berkenaan
tersebut.

(12) Pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak langsung
dimaksud pada ayat (11) hanya dapat dilakukan

apabila tidak total belanja pegawai pada belanja

23h
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(13) pergeseran belanja pegawai pada belanja tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diajukan oleh
SKPD berkenaan kepada Bupati untuk selanjutnya. dibahas
oleh TAPD guna mendapatkan pertimbangan.

(14) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan
APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD, pelaksanaan

untuk mendanai keadaan darurat, termasuk
belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati
tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan

ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

16. Ketentusn ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi
seb"gai berikut:

Pasal 8O

(1) Dafam rangka pelaksanaan APBD, Bupa.ti menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang
b. pejabat yang diberi wewenang

SPD;
SPM;

c. pejabat yang diberi laporan
pertanggungi awaban (SPJ) ;

d. pejabat yang diberi weu/enang menandatangani SP2D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja $egi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak
terduga dan pengeluaran pernbiayaan pada SKPKD;

Pengeluaran Pembantu; dan
i. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Pgngtapgn pejEbet yang ditunjuk qebegai Kuasq Pgnggqna
Anggaran/Kuasa Barang dimaksud

a,b'
h.

(a) Pejabat Lainnya se
mencakup:

Penerimaan SKPKD;
Penerimaan Pembantu dan

pada ayat (1) hurufb dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurrf i didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.

dimaksud pada ayat (3)

a. PPK-SKPD yang diberi wewenErng melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD;

b. PPK-SKPKD yang diberi wewenang melaksanakan
usaha keuangan SKPKD;

c. PPIK yang diberi wewenang

fungsi tata

satu atau
beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya;

d. Pejabat yang diberi wen enang menandatangani Surat Bukti
Pemungutan Pendapatan Daerah;
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e. Pejabat yang diberi wewenang bukti
penerirnaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

f. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu
Bendahara Pengeluaran.

(5) Penetapan pejabat dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

lT.Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (Q Pasal 83 diubah, sehingga
Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan
yang menjadi tanggungiawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan oleh Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

a. buku kas umum;
b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan
c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

(3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan atas
dimaksud pada ayat (21

a.
b.
c.
d.
e.

Surat Ketetafan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)
Surat Tanda Setoran (STS)
surat tanda bukti pembayaran; dan
bukti penerimaan lainnya yang sah.

(4) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungiawabkan secara
atas uang yang menjadi

dengan laporan
frtanggungiawaban kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling
Lambat pada tanggal 1O (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungiawabkan secara
atas uang yang menjadi

tanggungiawabnya dengan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD selaku
paling lambat pa.da tanggal f O (sepuluh) bulan berikutnya.

(6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
terhadap laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Format daerah
huruf e,sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
h
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18. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbruryi sebagai berikut:

Pasal 87

Mekanisme penyetoran penerimaan daerah pada UPI dan Pasar
Daerah diatur sebagai berikut:
a. UPT dan Pasar Daerah yang menerima pendapatan di wilayah

Kecamatan R.rrworejo, Kutoarjo, Banyuurip, Rrrwodadi dan
Bayan, menyetorkan seluruh uang kas yang diterimanya paling
lembat I (eat.uJ hen kerje terhit_u4C sejek qe4C kac tCr_sebUt
diterima;

b. UPT serta Pasar Daerah yang menerima pendapatan di wilayah
Kecamatan Grabag, Ngombol, Kaligesirrg, Bututr, Kemiri,
Gebang, Bener dan Bagelen, menyetorkan selunrh uang kas
yang diterimanya pa.ling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak uang
kas tersebut diterima;

c. UPT serta Pasar Daerah yang menerima pendapa.tan di wilayah
Kecamatan Bruno, Pituruh dan loano, menyetorkan seluruh
uang kas yang diterimanya paling lambat 6 (enam) hari kerja
terhihrng sejak uang kas tersebut diterima.

19. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Penyetoran penerimaan daerah dengan jumlah penerimaan sampai
dengan Rp3O.OOO,OO (tiga puluh ribu rupiah) per hari pada UPT dan
Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan
dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak uang kas
diterima.

20. Ketenttran Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasd 93

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dilakukan oleh

unhrk dari
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang

(2) Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. pengajuan SPP-GU dapat diajukan setelah laporan

(SPJ) penggunaan UP/ Ganti Uang
Persediaan sebelumnya telah disahkan paling sedikit sebesar
607s (ene4 puluh persed den seluruh UPl Ganti Uang
Persediaan yang diterima, kecuali untuk
penanganan tanggap danrrat karena terjadi bencana;

b. besarnya SPP-GU sebesar laporan
(SPJ) yang disahkan.

h
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(3) Rincian rencana penggunaan dana untuk SPP-GU diuraikan
sampai dengan kode rekening rincian per obyek belanja
kegiatan.

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran paling
banyak sebesar RpSO.OOO.OOO,OO (lfuna puluh juta rupiah)
kepada satu rekanan.

(5) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pa.da ayat (f) terdiri
dari:
a. surat pengantar SPP-GU;
b. ringkasan SPP-GU;
c. rincian penggunaan SP2D UP/ SP2D Ganti Uang Persediaan

sebelumnya.;
d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
e. salinan SPD;
f. draft surat pernyataan untuk ditandatanga:ri otreh Pengguna

Anggaran yang inenyatakan bahwa uanglang diminta-frdak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada K-uesa BUD; dea

g. lampiran lain yang diperlukan.

(6) Untuk pengesahan belanja ganti uang persediaan yang teral*rir
oleh fungsi perbendaharaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran
mengajukan SPP-GU Nihil.

(7) Pengajuan SPP-GU Nihil scbagaimana dimaksud pa.da ayat (6)
dilakukan dengan ketentuan:
a. besartrya SPP-GU Nihil sebesar laporan pertanggungjaaban

(SPJ) yang disahkan;
b. rincian penggunaan dana unhrk SPP-GU Nihil diurailran

sampai dengan kode rekening riflcian obyek belanja.
c. atas pengajuan SPP-GU Nihil tidak dililkukan penggantian

uang persediaan.

(8) Saldo UP pada Bendahara Pengeluaran setelah pengesahan
pertanggungiawaban ganti uang teralrtrir, wajib
disetorkan ke RKUD paling lambat pada hari kerja terakhir
tahun angaran berkenaan.

21. Ketentuan Pasal 94 sehinega berbunyi sebagai berilinrt:

Pasal 94

(l) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dilakrrkan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
unhrk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka TLr.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. surat pengantar SPP-TU;
b. ringkasan SPP-TU;
c. rincian rencana penggunaan TU; A
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d. salinan SPD;
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Fengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang
bahwa uang yang diminta tidak untuk
keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan
SP2D kepada Kuasa BUD;

SPP-TU yang memuat
penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapa.t persetujuan
dari PPKD dengan
waktu penggunaan.

memperhatikan rincian kebutuhan dan

(4) Dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa tambahan uang disetor ke
RKUD.

(5) Ketentuan batas waktu arsa uang
persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan
untuk:
a. kegiatanyang
b. kegiatan yang

melebihi 1 (satu) bulan;
penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

(-o) 9ntqk perlse-schan beh+ia tamiaha$ uang Bersediaa$ aleh
fungsi perbendaharaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD
mengajukan SPP-TU Nihil.

(7) Pengajuan SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilakukan dengan ketentuan:
a. besarnya SPP-TU Nihil sebesar laporan

(SPJ) yang disahkan;
b. rincian penggunaan dana untuk SPP-TU Nihil diuraikan

sampai dengan kode rekening rincian objek belanja;
c. penyetoran sisa SP2D tambahan uang

merupa.kan satu kesatuan dengan pertsnggungiawaban
tambahan uang persediaan.

f. surat

(8) Bagl SKPD yang menerapl<an PPK-BLUD dan besaran UP yang
ditetapkan Nihil, untuk pengeluaran-pengeluaran yang harus
dibayar dengan mekanisme UP, Bendahara Pengeluaran dapat
mengajukan SPP-TU.

(9) Format surat keterangan pengajuan SPP-TU sebagnimfiE
dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam
Peraturan Bupati ini.

II
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22. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam

a. buku kas umum;
b. buku pembantu kas tunai;
a, buku cimpe4e4/bs4k;
d. bukupajak;
e. buku panjar;
f. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
g. rcgister SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS.

(2) Dalam rangka
untuk setiap kegiatan dibuat}an kartu kendali

kegiatan.

(3) Dokumen srelogniman4 dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a
dan huruf b, dapa.t dikeqiakan oleh Pembantu Bendahara

oleh dalam
menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/
SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS.

(5) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tercantum dalam La.mpiran II Peraturan Bupati ini.

(6) Format Bendahara
dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a dan huruf b serta
register SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS
dimaksud pada ayat (4) tercanhrm dalam Lampiran II Peraturan
Bupa.ti ini.

(7) Format kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati lnl.

23. Ketentuan Pasal 1O2 ayat (f) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal lO2

(4) Dokumen yang

(l) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari
SPP-LSi dan/atau SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak
dan/atau surat perintah kerja setelah
pihak ketiga sesuai dengan ketentuan

kewajiban

h
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(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang
bulran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran.

(4) SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk
pihak ketiga.

24.Ketent:-;en ayat (3) Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Selain menyampaikan laporan pertanggungiawaban secara
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O ayat (1),

juga wajib menyampaikan Laporan
pertanggungiawaban secara fungsional.

(2) Laporan pertanggungiawaban secara fungsional
dimaksud pada ayat (l) oleh Bendahara
Penerimaan kepada PPKD unhrk
paling lambat tanggal 1O (sepuluh) bulan

format se format
dengan
laporan

pertanggungiawaban secara administrasi.

(3) Pengesahan oleh PPKD terhadap laporan pertanggungiawaban
yang oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana

2 (dua) haripada ayat (2) dilakukan paling lambat
kerja sejak diterimanya Laporan pertanggungiawaban tersebut.

(,+) Fenyampaian Laporan
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
a. Buku Penerimaan dan Perryetoran yang telah ditutup pada

akhir bulan berkenaan;
b. register Surat Tanda Setoran (STS); dan
c. laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan yang

telah diverifikasi.

{5) Langkah-langkah dan penyarnpa.ian laporan
Bendahara Penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah sebagaimana
pgnyusunan dan penyampa.ian l,aporan pcrtanggun$awaban
administrasi dari Bendahara Penerimean.

(6) Terhadap laporan pertanggungiawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan dimaksud pada ayat (1),
PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis clelam rangl<a
rekonsiliasi penerimaan.

(7) Verilikasi yang dilafokan oleh PPKD dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk
membuktikan:
a. keabsahan setiap bukti penerimaan yang sah dan lengkap

yang berupa Surat Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran
(STS), Nota Kredit Bank, dan Surat

30 k
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b. setiap bukti penerimaan yang sah dan lengkap telah masuk
dalam RKUD;

c. nominal yang tercantum dalam setiap bukti
yang sah dan lengkap telah sama dengan yang tercatat
dalam RKUD;

d. setiap bukti penerimaan yang sah dan leng!<ap telah tercatat
dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup
pada akhir bulan berkenaan.

(8) Evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh PPKD dalam rangka
rekonsiliasi dimaksud pada ayat (6)
dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa rincian rekening objek
penerimaan yang tertulis dalam bukti
lengkap sesuai dengan rekening akun

uang yang menjadi
palingPPKD melalui PPK-SKPKD

bulan berikutnya.

(S) t-anghah-langkah

sebagai berikut:

yang sah dan

(9) Laporan Bendahara
untuk bulan terakhir pada tahun anggaran

berkenasn paling lambat 5 (lima) hari keda
sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

( I O)Apabila Bendahara Penerimaan terlambat dalam menyampaikan
laporan fungsional sesuai dengan batas
waktu
sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan
berupa Ganti Uang Persediaan/

Tambah Uang yang tan.

(f l)Apgbila Bendahara Penerimaan terLambat delam menyampgit<grr
laporan
angga.ran

bulan terakhir dari tahun
berkenaan dapat dikenakan sanksi berupa. penundaan

uang persediaan tahun anggaran Ueritrutnya.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Bendahara

Pasal 122

SKPKD wajib

lambat tanggal 1O (
kepada

sepuluh)

(2) Laporan pertanggungiawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan SKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa Buku Penerimaan SKPKD yang telah dilakulran
penutupan pada akhir bulan, dengan dilampiri bukti-bukti
pendukungyang sah dan lengkap.

a.

dan laporan
SKPKD adalah

Fenerimaan SKPKD mel,akukan penutupan Buku
SKPKD dan

b. menyampaikan Buku Penerimaan yang telah
penutupan dengan dilampiri bulcti-bukti penerimaan yang
sah dan lengkap kepada Kepa.la SKPKD melalui PPK-SKPKD
untuk mendapatlran pengesahan.
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(4) terhadap laporan yatrrg
oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dilakukan

oleh Kepala SKPI(D pding lambat 2 (dua) hari kerja sejak
diterimanya laporan pertanggungiawaban tersebut.

(5) Apabila Bendahara Penerimaan SKPKD terlambat dalam
menyampaikan laporan pertanggungiawaban sesuai dengan
batas waktu selagaiman4 dimaksud pada ayat (l), maka kepada
Bendahara Penerimaan SKPKD tersebut diberikan sanksi yang
berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kepala
SKPKD.

26. Ketentuan ayat (21 Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125
sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Pertanggungiawaban fungsional Bendahara
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (21

huruf b dibuat oleh Bendahara Pengeluaran
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pembantu dan
paling lambat

(2) Pert4$ecuqciawa.$q11 fuggsiqnal yang disam-palka$ oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada

(SPJ) denganayat (l) berupa laporan

a. Buku Kas Umum; dan
b. Laporan Penutupan l(as.

(3) untuk bulan terakhir pa.da
tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut dilampiri
dengan bukti setoran sisa Tambahan Uang Persediaan (TU).

(a) A.peb{a Bendeha$ Pengeluera$ Pernbe$Ju tcrlaln-bat
Tambahan

Uang Persediaan fry dahm jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Bendahara Pengeluaran
Pembantu tersebut dikenaf€n sanksi secara berjenjang sesuai
ketentuan yang berlaku oleh Kepala SKPD.

(5) Format laporan Pertanggungiawaban ftrngsional Bendahara
Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(6) Format Laporan Penutupan l(as BuLanan Bendahara
Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

h
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27. Ketentuan ayat (1) Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Bantuan Operasional

Pasal 179

Sekolah (BOS) yang diterima langsung
oleh sekolah diluar BUD, dikelola menjadi sahr
kesatuan dengan pengelolaan APBD.

(2) Pendapatan Bantuan Sekolah (BOS) dialokasikan
pada Jenis Pendapatan Hibah dalam kelompok Lsin-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.

(3) Belanja Bantuan Sekolah (BOS) dialokasikan pada
jenis Belanja Langsung.

(4) Ketcntuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan
Bantuan Operasional SekoLah (BOS) dianrr dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

28. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

(1) Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh SKPD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam haf barang/jasa yang tercantum dalam DPA-
SKPD/DPPA-SKPD tidak tersedia karena sudah tidak

pada saat pelaksanaan kegiatan, barang/jasa
tersebut dapat diganti dengan barang/jasa yang paling rendah
setara dalam hal spesifikasi dan kualitas serta harga tidak
melebihi pagu anggaran dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Bagian
Barang/Jasa Sekretariat Daerah l(abupaten Purworejo.

29. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi se

Pasal 182

bagai berikut:

(1) Batas akhir pengajuan SPP-GU/ SPP-Tt / SPM-GU/ SPM-'IU
paling lambat 1O (sepuluh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran
berkenaan berakhir.

(2) Batas al*rir pengqiuan SPP-LS/ SPM-LS Pihak Ketiga paling
lambat tanggal 14 Desember tahun berkenaan.

(3) Pengajuan SPP-LS/ Sru-LSl Pihak Ketige untuk kontrak yang
berakhir setelah tanggal 14 Desember tahun berkenaan
dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

tl
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(4) Permohonan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat tanggal 3 Desember tahun
berkenaan dengan dilampiri rekapihrlasi kontrak dan disertai
alasan yang jelas.

(5) Batas akhir pengajuan SPP-LS/ SPM-LS Belanja Tidak
Langsung melalui PPKD paling lambat 7 (tt{uh) hari kerja
sebelum tatrun anggaran berakhir, kecuali dengan izin Bupati
disertai alasan yang jelas.

(6) Batas akhir pengajuan SPP-GU Nihil/ SPP-TU Nihil / SPM-GU
Nihil/ SPM-TU Nihil paling lambat 31 Desember tahun
berkenaan pukul 14.OO WIB.

(7) Sisa Uang Persediaan tatrun anggaran
disetorkan ke RKUD paling lambat 31
berkenaan pulml O9.OO WIB.

berkenaan wajib
Desember tatrun

(8) Pencairan uang oleh Bendatrara Pengeluaran, Bendatrara
Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran SKPKD
pada aktrir Tahun Anggaran berkenaan dilakukan sesuai
ketenhran yang berlaku.

30. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

I,AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PEI.,AKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,,ANJA DAERAH
KABUPATEN PURWORE"IO TAHUN ANGGARAN 2OL9

KELENGKAPAN BUI(TI PENGELUARAN YANG SAH ATAS
PENGELUARAN SETIAP RINCIAN OBYEK BEI,ANJA

h

NO URAI,AN OBYEK
BET,ANJA KELENGKAP- 4N / L,AMPIMN KETE&U,{q-AN

I Honorarium Uang Sidang dihapus

a. Honomrium
Oryanisasi
Pengadaan

a. SK

b. Iaporan Hasil Kerja
Organisasi Pengadaan

c- Daftar Penerimaan Uang

d. Bukti Setoran Pajak/E-
Billins

- Ditandatangani Bupati/
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran (sesuai
hatas kewpnarrgrul)

- Ditandatangai oleh masing-
masing Organisasi Pengadaan

- Diketahui Bendatrara dan PPTK
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NO URAIAN OBYEK
BEI^ANJA XELENGKAPAN/ I,AMPIRAN KRIERANGAN

b. HonorariuD
Tim Penyusun
Dokumen
Daerah

a. SKTiE

b, Undangan Sidang

c. Daftar Hadir
d. Notulen Sidang

e. Daftar Penerimaan Uang
f. Bukti Setoran Pajak/E-

Biline

- Ditandatangani Bupati/
Pengguna Angaran/ Kuasa
Fengguna Angaran (sesuai
batas lrcwenangan)

- Ditandatangani Bupati/
Penguna Anggaren/ Kuasa
Pengguna Anggaran (seeuai
batas kewenangan)

- Diketahui Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
1PPTK, Ditandatangani oleh
Pimpinan Rapat

- Diketahui Bendahara dan PPIK

2 Jaea Tenage
Kontrak

a. FC. Perjanjian Tenaga
I(ontrak dan Surat
Tugas

b. Daftar Hadir

c. Laporan Hasil Fekerjaan
,/Kertas Kerja

d. Daftar/Tanda
Fenerimaan Uang

e. Bukti Setoran Pajak/E-
Bilins

- Ditandatangani Fengguna
nngaran/ Kuasa Pengguna
Angg$an

- Dikctahui Pengguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Angaran

- Diketahui Fenguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

- Diketahui Bendahara dan PPTK

- Bagi penghasilan kena pajak

3 Jasa
Narasumber

a. Surat Permohonan
Narasumbcr

b. Daftar Hadir

c. Itlateri
d. Daftar Feneriea Uang
e. Bukti Setoran Pqiak/E-

Bilins

- Ditandatangani Penguna
engaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

- Diketahui Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
/PPTK

- Diketahui Bendahara dan PPTK

4 Uang Saku
Piket dan
?ransport
Fengawalan

a. Surat lcputusan
Tentang Petugas Piket/
Fenga\ralan

b. Jadwal
Piket/Pengasmlan

c. Surat Tugas

d. Daftar Penerima Uang
e. Laporan

Bukti Setoran Paiak

-Ditandatangani Penguna
Anggaran/ Kuasa Penguna
Angaran

-Ditandatangani Fengguna
Angaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

-DitandatanAani Pengguna
Anggaran/ Kuasa Fenguna
A+ssqrB$

- Diketahui Bcndahara dan PPTK

5

a.

Belanja ATK
dan Belanja
Cetak
Pagu Nilai
RpOs/d< 10

juta

a. B€!'ita Acara S€rah
Terina Hasil Pekerjaan

b. B€rita Acara Fenerimaan
Barang

c. Bukti Fembelian

d. Kwitansi Dinas
e. Surat Setoran Pajak

- BA PHP (bila diperlukan) oleh
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan

= Dari Fenyedia Jasa ke
Fenyimpan Barang

- PPI(om dalam bentuk paraf
pa.da nota

- PPN untuk pembeliaan diatae
Rp1.0OO.O0O,O0

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.0OO.O00,OO
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NO URAIAN OBYEK
BEI,ANJA I(EI,ENGKAPAN/ U.MPIRAN KETERANGAN

b. Pagu Nilai
> RplO juta s.d
< 50 juta

a- Berita Acara Seratr
Terina Hasil Fekerjaan

b. B€f,ita Acara Penerimaan
Barang

c. Buldi Pembelian

- PPHP

- Dari Fenyedia Jasa ke
nenyimpan Barang

- PPKom dolar. bentuk paraf
pada kwitanei

d. Kwitansi Dinas
e, Surat Setoran Pqiak - PPN untuk pembeliaan diatas

Rpl.OOO.0OO,0O
- PPN dan PPh untuk pembelian

diatas oo
c. Pagu Nilei

> 50 juta s.d <
20O juta

a. Surat Perinah Kerja
(sPK)

b. Surat Pengirirnan
BaEng

c. Suratpemberitahuarr
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PFTK/PPK

d. Bcrita Acsra Serah
Terima Hasil Pekerjaan

e. B€rita Ac6ra Fenerimaan
Barang

f. Berita Acara

C. Kwitansi Dinas
h. Surat Setoran Pqiak

- Antam Fenyedia Barang dengan
PPKoa

- Penyedia Barang

- apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan

. PPHP

- Dari Penyedia Jasa ke
Penyimpan Barang

- PPN untuk pembeliaan diatas
Rpr.OOO.OOO,oO

- PPN dan PPt untuk pembclian
diatas Rp2.000.000,00

d. PBSD nilai l 20Q
Jute

Belanja
Fenggandaan
(Kecuali dalam
bentuk buku/

6.

e, S.urat
Ferjanjian/ Kontrak

b. SPK

c. Fengiriman Banng
d. Surat pemberitahuan

potongan denda
ket€rlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPK;

e. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

f. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

g. Berita Acara Fenerimaan
Barang.

h. B€rita Acara
Pembayaran

i. Kwitansi Dinas

j. Surat Setoran Pajak

fuitara PenycdiiB Bar$g denBan
PPKom
Antara Fenyedia Barang
PPKom
Fenyedia Barang.
apabila pekerjaan mengalaoi
keterlambatan

Fenycdia barang

PPHP

Dari Penyedia Jasa ke Penyimpan
Barang

yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPrK serta disetujui oleh
Fenggulra Anggaran/Kuasa
Fengguna Anggaran.
- PPN untuk pcmbeliaan diatas

Rpl.OoO.OOO,OO
- PPN dan PPh untuk pcmbelian

diatas Rp2.OOO.O00,OO
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NO URAI,AN OBYEK
BEI,ANJA XEI,ENGKAPAN/ LAMPIRAN r-rf,rgirirIGtlN

a. ruuNilai
Rp O s.d <1O
juta

Pagu Nilai
> Rplojuta s/d
< 5O juta

a. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

b. Berita Acara Fenerimaan
Barang

c. Bukti Pembelian

d. Kwitansi Dinas
e. Surat Setoran Pajak

a. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlanbetan pekerjaan
dari PPTI(/PPK

b. Berita Acara Serah
Tqrima Hasil Pe.kcrjaan

c. Berita Acara Penerimoan
Banng.

d. Bukti Pembdian

e. Kwitansi Dinas

f. Surat Setoran Pqiak

BA PHP (bila diperlukan) oleh
Pejabat Penerima Hasil
Fekerjaan.
Dari Penyedia Jasa ke Penyimpan
Barang
PPKom dalam bentuk paraf pada
nota

- PPN untuk pcmbeliaan diatag
Rp1.fi)O.OOO,OO

- PPN dan PPh unhrk pembelian
diatas .ooo.ooo on

apabila pekerjaan BenAalami
keterlambatan;

PPHP.

Dari Penyedia Jasa ke Penyimpen
Barang.
PPKom dqtarn bentuk paraf pada
hdtansi
yang ditardatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa
Fengguna Anggaran
- PPN untuk pembeliaan diatas

RpT.OOO.OOO,OO
- PPN dan PPh untuk pembelian

diatas .ooo.

b.

Pacq Nilat
> 5O juta s/d <
200 juta

c. a, S.urat Pcrhtah Karja
(sPK)

Surat Pengiriman
Barang
Berita Acara Serah
Terima Haeil Pekerjaan
Berita Acara Penerimaan
Bamng
Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan peke{aan
dari PPTK/PPK;
Foto/ buku / dokumentaei
tingkat kemajuan/
penyelesaian peke{aan
Berita Acara
Pembayaran
Kwitansi Dinas

Surat Setoran Pajak

Surat
Fet'anjian/ Kontrak

b. SPK

b.

c.

d.

e.

Antara Peoycdia Barane dcoetan
PPKom

Penyedia Barang.

PPHP

Dari Feayedia Jasa ke Penyimpan
B$ang
apabila peke{aan mengalami
keterlarubatan

Penyedia barang

yana ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK s€rta disetujui oleh
Penguna Anggaran/Kuasa
Fenguna Anggaran
- PPN untuk pembeliaan diatag

Rpr.00O.O00,O0
- PPN dan PPh untuk pembelian

diatas

f.

c.

h.

1-

a.
.ooo.

Antara Penyedia Barang dengan
PPKom

Antara Penyedia Barang dengan
PPKom

c.

Pagu nilai > 2OO
JuIa

d.
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NO URAIAN OBYEK
BEI,ANJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN

d. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaarr
dari PPTK/PPK;

e. Foto/bulm/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaarr

f. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaarr

g. Berita Acara Penerimaan
Barang.

h. Berita Acara
Pembayaran

i. Kwitansi Dinas

j, $.uret Setp,ran Pajak

apabila pekerjaan menqalami
keterlambatan

Perryedia barang

PPHP

Dari PenyediaJasa ke Penyimparr
Barang

yang ditandatangani pihak kefiga
dan PPTK serta dieetujui oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran
- PPN untlk pembeliaan diatas

Rp1.0O0.0O0,00
- PPN dan PPtr untuk pembelian

diatas Rp2.0OO.OOO.OO
7.

a.

Belanja
Makanan darr
Minuman Rapat
Pagu Nilai
Rp 0 s/d <10
juta

a. Suratundangan

b. Daftar hadir
c. Notulen rapat
d- Bukti Pembelian

e. Kwitansi Dinas
f. Surat Setoran Paiak

PPIfum dalam bentuk paraf pada
nota

PPh 23 dan Paiak Daerah
b. Pagu Nilai

>Rplojuta s/d
<50 juta

a. Surat undangan

b. Daftar hadir
c. Notulen rapat
f. Berita Acara Seratr

Terima Hasil Pekerjaan
g. BeritaAcaraPenerimaan

Barang.
h. Bukti Pembelian

i. Kwitansi Dinas

i. Surat Setoran Paiak

PPHP

Dari PPHP kepada PPKom

PPKom dalam bentuk parafpada
kwitansi
yang ditandatangani pihalc ketiga
dan PPTK/PPK serta disetujui
oleh Penguna Angaran/Kuasa
Penguna Anggararr
PPH 23 dan Paiak Daerah

c. Pagu Nilai
> 50 juta s/d
<200 juta

a- Suratundangan
b. Daftar hadir
c. Notulen rapat
d. Surat Perintah Kerja

(sPK)
e. Pengiriman Barang
f. Berita Acara

Pembayaran
g. Foto/buku/dokumentasi

tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

h. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekeriaan

Antara Penyedia Barang dengan
PPKom
Penyedia Barang

Penyedia barang

PPHP
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NO

d.

URAIAN OBYEK
BEIANJA

PaSu nilai > 200
Juta

Mal<anan dan
MinumanTamu
Pagu Nilai
Rp O s/d <10
juta

8.

a.

XEI,ENGKAPAN/ I^A,MPIRAN KETERANGAN

i. B€rita Acara Fenerimaan
Barang.

j. Kwitansi Dines
betrmetarai

l. Surat Sctoran

Dari PPHP kepada PPKom

yang ditandatangani pihak ketige
dan PPTK serta disetujui oleh
Fengguna Anggaran/ Kuasa
Penguna Anggaran
PPH 23 dan Daerah

a. Surat undangan

b. Daftar hadn
c. Notulen rapa.t
d. Surat

Pe{anjian/ Kontrak
e. SPK

f. Surat Pengiriman
Barang

g. Bsrirta Acara SerEh
Terima Hasil Pekcrjaan

h. Berita Acera Penerimeen
Baiang.

i. Foto/buku/dokumerrtasi
tinglra.t kernqjuan/
penyelesaian pekerjaan

j. Berita Acara
Fcmbayaran

k. Kwitansi Dinas

Antara Fenyedia Barang dengan
PPKom
Antara Penycdia Barang dengan
PP-Koe
Penyedia Barang

PPHP

Dari PPHP kepada PPI(om

Penyedia berang

yang ditandatangani pihak ketiga
dafl PPTK serta disctujui oleh
Fenguna Anggaran/ Kuaea
Penguna Anggaran
PPH 23 danl. Surat

a- Surat undangan

b. Daftar hadir

c. Notulen rapa.t

d. Bulrti Fembelien

e. Kwitanei Dinas
f. Surat Setoran Pejak

Ditandatangani Bupati/ Sekda/
fuisten Sekr,eteriat Daerah/
Fengguna Angaran Kuasa
Fengguna Anggaran
Diketahui Fengguna Anggaran/
Kuasa Penguna Anggaran
Ditandatangai Pimpinan
Rapat/Sidang
PPKom dql"rn bentuk paraf pada
nota

PPh 23 dan Pqiak Daerah (Fajak
Daerah dikenakan untuk usaha
yans berlokasi di Daerahl

b. PaSu Nilai
>RplOjuta s/d
<5Ojuta

c.

a.

b. Daftar hadir

l{otulren rapat

Surat undangan

d. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

e. Berita Acara Penerimaan
Barang

f. Bukti Fembelian

Ditandatangad Bupati/ Sekda/
Asist€n Sckretariat Daerah/
Fengguna Angaran Kuasa
Fengguna Anggaran
Diketahui Penguna Anggamn/
Kuasa Fenguna Anggaran
Ditandatangai Pimpinan
Rapat/Sidang
PPHP

Dari PPHP kepada PPKom

PPKom dalam bentuk paraf pada
Lrvitanei
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NO URAIAN OBYEK
BEI.ANJA KEI,ENGKAPAN/ I.AMPIRAN IGTERANGAN

c.

d.

Pagu Nilai
> 50 juta s/d
<2OO juta

Pagu nilai > 2OO
Juta

g. Kwitansi Dinas

h, Surat Setoran Pajak

Surat undangan

d. Surat Perintah Kerja
(sPKl

e. Surat Pengiriman
Barang

f. Berita Acara
Fembayaran

g. Foto/buku/dokumentasi
tingkat lrcmajuan/
penyelesaian pckerjaan

h. Bcrita Aca?a Semh
Terima Hasil Pekerjaan

i, Berita Acara FeneriDaan
Bar4!!9.j. Kwitansi Dinas

k. Surat Setoran Pajak

Surat undangan

a.

c-

a.

c.

d. Surat

e. SPK

b. Defter hadir

Notulen rapat

b. Daftar hadir

Notulen rapat

yang ditandatangani pihak kctiga
dan PPTK eerta dieetujui oleh
Penguna Anggaran/Kuasa
Pcngguna Anggaran
PPH 23 dan Pajak Daerah {Pajak
Daerah dikenakan untuk usaha

berlokasi di
Ditandatangani Bupati/ Sekda/
Asisten Selcetariat Daerah/
Pengguna Anggaran Kuasa
Fengguna Anggaran
Diketahui Fengguna Anggaran/
Kuasa Penguna Anggaran
Ditandatangai Pimpinan
Bapat/Sidang
Antara Fenyedia Barang dengan
PPKom
Penyedia Barang

Penyedia barang

PPHP

Dari Penyedia Jasa ke Penyimpan
BarEn-g
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
PFh 23 dan Pajak Daerah (Pajak
Daerah dikenekan untuk useha

berlokasi di
Ditandatangani Bupati/ Sekda/
Asisten Sekretariat Daerah/
Pengguna Anggaran Kuasa
Pengguna Anggaran
Diketahui fengguna Anggaran/
Kuecq Fe{lg_ugc A4sscIE4
Ditandatangai Pimpinan
Rapat/Sidang
Antara Penyedia Barang dengan
PPKom
Antara Penyedia Barang dengan
PPKom
Penyedia Barang

PPHP

Dari Penyedia Jasa ke Penyimpan
Barang
Penyedia barang

yanS ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
pengguna anggaran/kuasa

f. Surat Pengiriman
Barang

S. Berita Acara Scrah
Terima Hacil Fekerjaan

h. Berita Acara Penerimaan
Barang.

i. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaiaa pekerjaan

j. Berita Acara
Pembayaran

k. Kwitansi Dinas
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NO URAI,AN OBYEK
BEIj,NJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN KEIERANGAN

l. Surat Setoran Pajak PPt 23 dan Pajak Daerah (Pajak
Daemh dikenakan untuk usaha

berlokasi di
9. B€lanja

Bahan/ Materiaf
Bangunan
Pupuk dan Bibit
Pagu Nitai
Rp 0 s/d <1O
juta

e. a. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

BA PHP @ifa diperlukan) oleh
Pejabat Penerina Hasil
Fekerjaan.
Dari Penyedia Jasa ke Penyimpan
Barang
ppl(e6 rlelarn [6stuk p6raf pada
nota

b. Berita Acara Penerimaan
Barang

c. Bukti Pembelien

d. Kwitansi Dinas
e. Surat Setoran Pajak - PPN untuk pembeliaan diatas

Rpr.Oo0.000,O0
- PPN dan PPh untuk pcobelian

diatas Rp2.OOO.OOO,OO
Pembelian Pupuk dan Bibit tidak
dikenakan PPN

b. Pagu Nilai
> Rplojute s/d
<50 jt

a. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterla$batan pckerjaan
dari PPTK/PPK
Foto/ buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
pGnyelGeaian pokerjaar
Berita Acara S€rah
Terima Hasil Fekerjaan
Bqrita Aaara Pcnedoaen
Batang,
Bukti Pembelian

apabila pekerjaan mengalami
keterlartrbetan

b.

c.

d,

c.

f.

Penyedia barang

PPHP

Kwitansi Dinas

Dari PenygdiB *lana kc Pqnyinnan
Barang
pp1166 d-lati lsntuk paraf pada
kwitansi
yarg ditandatangani pihak keti8q
dan PPTK serta disetujui oleh
Penguna Anggaran / Kuasa
Fenguna Angaran
- PPN untuk pembeliaan diatas

Rpr.OO0.000,O0
. PPN dan PPh untuk pembclian

diatas Rp2.OO0.00O,OO
Fembelian Pupuk dan Bibit tidak
dikenakan PPN

g. Surat Setoran Pajak

c. ruuNilai
> 5O juta s/d
<2OOjuta

a.
b.
c.
d.

e.
f.

c.

h.

i.

j.

Surat undangan
Daftar hadir
Notulen rapat
Surat Perintah Kerja Antara Penyedia Barang dengan
(sPK}
eengiriman BaranS
Bcf,ita A€ara
Pembayaran

PPKom
Penyedia Barang.

Foto/buku/dokum€ntasi Penyedia barang
tingkat kemqiuan/
penyelesaian pekerjaan
Berita Acara Serah
Terima llasil Pekerjaan

PFHP

Dafi PPHP kepada PPKom

yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPrK serta dis€tujui oleh
Fengguna Angaran/ Kuasa

Bcrita Acara Penerimaan
Barang.
Kwitansi Dinas

&
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NO URAIAN OBYEK
BEIIINJA I{EI,ENGKAPAN/ LAMPIRAN KETERANGAN

Pagu nil,ai > 2OO
Juta

k. Surat Sctoran Pajak

a. Surat
Perjanjian/Kontrak

b. SPK

c. Fengiriman Barang
d. Bcrita Acara Scrah

Terima Hasil Pekc{aan
e. Berita Acara Fenerimaan

Barang.

f. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

g. Berita Acara
Pembayaran

h. Kq.itansi Dinas
ber:materai

i. Surat Setoran Pajak

Surat Ferintah l(erja
(sPK)

b. Berita Acara Serah
Terima Hasil Fekerjaan

c, Berita Acara Fenerimaan
Bamng

d. nengiriman narang
e. Kwitansi Dines

f. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kernduan/
penyelesaian peket'aan

g. Berita Acara
Pembayaran

h. Surat Setoran Pajak

a.

- PPN untuk pembeliaan diatas
RpI.OOO.OOO,OO

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.000.00O,00

Pembelian Pupuk dan Bibit tidak
dikenakan PPN

d. Antara Penyedia Barang dengan
PPKom
Antara Penyedia Barang dengan
PPKom
Penyedia Barang
PPHP

Dari PPHP kepada PPKom
eelanjutnya dieerahkan kepada
Fengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
Penyedia barang

yang ditandatangani pihak Letiga
dan PPTK serta disetujui oleh
Penguna Angga:an/ Kuasa
Pengguna Anggaran
- PPN untuk pembeliaan diatas

Rp1.OOo.0oo,oO
- PPN dan PPh untuk pembelian

diatas Rp2.000.0O0,0O
Pembelian Pupuk dan Bibit tidak
dikena.kan PPN

lo.

a.
r)

Pengadaan
Barang
Jasa/ Modal
melalui Jasa
Pihak Ketiga
(Kontralrtual)
Barang
Pagu Nilai
Rp O s/d <lO
jdta

Antara Penyedia Barang dengan
PPKom

BA PPHP oleh Pcjabet Penerima
Hasil Peke{aan
Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Penguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Angaran
Penyedia Barang
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
Fengguna Angaran/ Kuasa
Fengguna Anggaran
Penycdia barang

- PPN untuk pembeliaan diatas
Rpr.fi)O.OOO,O0 s.d.
Rp2.0OO.OOO,00

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas oo0.
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NO URAIAN OBYEK
BELANJA

KELENGKAPAN/ I.AMPIRAN irriEi,lNGtlrIl

Antara Penyedia Barang dengan
PPKorn

PPHP

Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserahkan l<e
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
apabila pekerjaan mengalaEi
keterlambatan

Penyedia barang

Yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPIK serta disetujui oleh
Fenguna Angaran/Kuasa
Pengguna Angaran

Penyedia Baraag.
PPN dan PPh untu pembelian
diatas ooo.

2l Pagu Nilai
> Rplojuta s/d
<50 jt

a. Surat Perintah Kerja
(SPKI

b. Berita Acara Serah
Tprtrna Hasl Pakirjaar-)

c. Berita Acara Pcnerimaan
Barang.

d. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKom

e. Foto/buku/dokumentasi
tingkat ke@ajuan/
penyelcsaian pckerjaan

f, Kwitansi Dinae

g. Berita Acara
Peobeyaran

h, Pengiriman Sarang
i. Surat Setomn Pajak

3) PaSu Nilai
> 50 juta s/d
<2OO juta

Surat Fcrintah Kerja
(sPK)

fengfuiman Barang
Berita Acara
Pembayaran
Surat pemberitahuan
potongan denda
keGrlambatan pekerjaan
dari PPIK/PPKon
Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan
Berita Acara Seratr
Terima Hasil

Antara Penycdia Barang dengan
PPKom

Fenyedia Barang

apabila pekerjaan aengal,ami
keterlembetan

Penyedia barang

PPHP

a.

b.
c.

d.

e.

f.

g, Bcnta Ac.arB FcneriEaan
Barang.

h, Kwitansi Dinas

i. Surat lbtoran Pajak

Dari PPHP kcpada PPKom
selanjutnya dieerangl<an ke
Pengguna Angaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disctujui oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa
Fengguna Anggaran
PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.OOO.OO0.00

4l Phgu nilai > 2OO
Juta

Surat
Perjanjian/ Kontrak

e-

b. SPK

c. Fengiriman Barang
d. Berita Acara Serah

Terima Hasil Fekeqiaan
c. Berita Acara Feneriaaan

Barang.

Antara Fenyedia Barang dcngan
PFKom

Antara Fenyqdia Bem4s dencBn
PPKom
Fenyedia Barang
PPHP

Dari PPHP kepada PPI(om
selanjutnya kepa.da Pengguna
enggaran/ Kuasa Pengguna
Angqaran
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NO

b.
r)

URAIAN OBYEK
BEI.ANJA

Jasa Lainnya
Pagu Nil,ai
Rp O s/d <1O
juta

KELENGKAPAN/UIMPIRAN XETERANGAN

f. Surat pemberitahuan
potongan denda
ketef,lambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKon;

B, Fotg/b.UkU/d,o.ku0snta3i
tingkat lcemajuan/
penyelesaian pekerjaan

h. Berita Acara
Pembayaran

i. Krrdtansi Dinas

j. Surat Setoran Pajak

apabila peke{aan mengalami
keterlaBbatan

Penvedia hsrang,

yang ditandatangarri pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
penguna anggaran/ kuasa
penguna anggaran.
PPN dan PPh untukpPembelian
diatae Rp2.OOO.OOO.OO

Surat Ferintah Kerja
€PK)

a.

i. Invoice

b. Berita Acara Serah
Terima Hasil Fekerjaan

c. Berita Acara Fenerimaan
Jasa

d- Kwitansi Dinas

e. Foto/buku/dokumentasi
tinglat kemqiuan/
periyelesaian pekerjaan

f, Surat pemberitahuan
potongan denda
ket€rlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKon;

g. Berita Acara
Pembayaran

h, Surat Setoran Pajak

Antara Penyedia Jasa dengan
PPKom

BA PPHP oleh Fejabat Penerima
Hasil Peke{aan
Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Penguna Anggaran
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
FBnguna Anggaran/Kuasa
Penguna Anggaran
Penyedia jasa

apabila peke{aan mengalami
keterlambatan

- PPN untuk pembeliaan diatas
Rp1.O00.0O0,OO

- PPN dan PPh qntuk pembe.lian
diatas Ro2.OOO.OOO.OO

2l ruuNilai
> Rpl0juta s/d
<5Ojt

a. Surat Ferintah l(erja
(SPK}

b. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

c. Berita Acara Penerimaan
jasa

d. Surat pemberitahuan
potongan denda
ketcrlambatan pekerjaan
dari PPTK/ PPK

e. Foto/ buku / dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

f. Kwitansi Dinas

Antara Fenyedia Jasa dengan
PPIfum

PJ'II!

Dari PPHP kepa.da PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
apabila peke{aan mengalami
keterlambatan

Fenyedia jasa

Yang ditandatangani pihak kerga
dan PPIK eerta diseh.{ui oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pencruna Anscaran
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NO URAI,AN OBYEK
BEI,ANJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN f,TSI'TTIGNN

Pagu Nilai
> 5O juta s/d
<2OO juta

8. Berita Acara
Fenbayaran

h. Surat Setoran Pqiak

l- Iavoice
e. Surat Ferintah Kerja

(sPK)

b. Bcrita Acara
Pembayaran

c. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPK

d. Foto/buku/dokumentasi
tinglet keaajuan/
penyelesaian pekerjaan

c. Berita Acara S€ratr
Terima Hasil Pekerjaan

f. Berita Acara Penerimaan
Jasa Lainnya.

g. Kwitansi Dinas

h. surat setoran Fajak

i. tnvoice

PPN dan PPtr untuk pembelian
diatae Rp2.ooo.oo0,oo

3) Antara Peny€dia Jasa dengan
PPKom

apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan

Fenyedia jaea

PPHP.

Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Fenguna Angaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPIK serta disetujui oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Peagguna Anggaran
PPIY dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.OOO.OOO,OO

4) Pagu nilai > 2OO
Juta

a. Surat

b. SPK

c. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

d. Berita Acara Fencriraan
Jasa.

e. Surat jaminan bank
atau yang dipersamakan
yarg dikeluarkan oleh
bank atau lembaga
keuangan non bank;

f. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/ PPI(om;

C. Foto/buku/dokumentasi
tingf,at kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

h. Berita Acara
Pembayaran

i. Kwitansi Dinas

j. Surat Sctoran Pajak

k- Inrzoie

Antara Penyedia Jasa tainnya
dengan PPI(om

Antara Penyedia Jasa Lainnlra
dengan PPKom
PPHP

Dari PPHP kepa.da PPKom
selanjutnya kcpada Pengguna
ensgaran/ Kuasa Pengguna

Fenyedia Jasa Lainnya

apa.bila pekerjaan mengalami
keterlambatsn

Fenyedia Jasa

yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disehrjui oleh
Penguna Anggaran/ Kuasa
Penguna Anggaran
PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.OOO.0OO,OO
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NO

c.

r)

2l

URAIAN OBYEK
BEI.A,NJA KELENGKAPAN/L\MPIRAN B'SilNre'?N

Peke{aan
Konstruksi
Pagu Nilai
Rp O s/d <lO
juta

a. Surat Ferintah Icrja
(sPK)

b. Berita Acara Serah
Terima Hasil Feke{aan

c. Beritg Acara Peneriaaan
Jasa

d. Kwitansi Dinas

e. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

f. Surat pemberitahuan
potongan dcnda
keterlambatan peket'aan
dari PPfK/PPKom;

8. Berita Acara
Pembayaran

h. Fotongan BPJS
IGtenagakerjaan
(potongan seeuai dengan
ketcntuan yang
berlaku/ surat
pemberitahuan BPJS
Ketenagakerjaarr)

i. Surat Setoran Pajak

Antara Penyedia Jasa dengan
PPKom

BA PPHP oleh Fejabat Peneriua
Hasil Pekerjaan.
Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Angaran
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Fenyedia jasa

apabila pekerjaan mengalami
keterlembeten

Fenyedia jaea

- PPN untuk pembeliaan diatas
Rpr.OO0.0O0,O0

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas .ooo.

Antara Fenyedia Jaea dengan
PPKom

PPHP

Dari PPHP kepa.da PPKoa
sclanjutnya diserahkan ke
Pengguna Arrggaran/ Kuasa
Penguna Anggaran
apa.bila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

Penyedia jasa

Yang ditandatargani pihak ketiga
dan PPJK sprte dis_eJcjur pleh
pengguna anggaran / kuasa
pengguna anSgaran.

Pagu Nilai
> Rplojuta s/d
<50 jt

a- Surat Perintah Kerja
(sPKl

b. Berita Acara Serah
Terima Hasfl Pekrjaan

c. B€rita Acara Penqimaan
jasa

d. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekedaan
dari PPTK/PPItun

e. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan

f, Kwitansi Dinas

Berita Acara
Fembavaran

h
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NO URAI,AN OBYEK
BELANJA

I(ELENGKAPAN/ LAMPIRAN irfldlrSrlGtlN

h. Potongan BPJS
Ketenagakerjaan
(potonSan seeuai dengan
ketentuan yang
berlakul surat
pemberitahuan BPJS
Ifttenagakedaan)

i. Surat Setoran Fajak

Penyedia jasa

PPN dan PPh untuk peabelian
diatas Ro2.OOOO.Ofl).OO

3) Pagu Nilai
> 50 juta s/d
<200 juta

a. Surat Pef,intah Keda
(SPKI

b. Berita Acara
Pembayaran

c. Suret pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pelcrjaan
dari PPTKI PPK

d. Foto/buku/dokumentasi
tingkat keoajuan/
penyelesaian pekerl'aan

e. Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan

f. Berita Acara Penerimaan
Jaea.

g. Kuritansi Dinas

h. Potongan BPJS
KetenagFLerjaan
(potongan sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku/ surat
pemberitahuan BPJS
IGtenatalre?jaan)

i. Surat Setoran Pqiak

a. Surat Perjanjian/
Kontrak

b. SPK

c. Berita Acara Serah
Terima Hasil Fekerjaan

d. Berita Acara Fenerimaan
Jasa.

e. Surat jaminan bank
atau yang dipersamalcan
yang dikeluarkan oleh
bank atau lcmtE&
keuangan non bank;

f. Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPK;

g. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/

Antara Penyedia Jasa dengan
PPKom

apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan

Penyedia jasa

PPHP

Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserangkan ke
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
Fengguna Angaran/ Kuasa
Pengguna Arrggaran
Fenyedia jasa

PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Ro2.OOO.OOO.OO

4l Fagu nil,ai > 2OO
Juta

Antara Penyedia Jasa dengan
PPKom
Antara Penyedia Jasa Lainnya
dengan PPKom
PPHP

Dari PPHP kepa.da PPKom
selanjutnya kepa.da Pengguna
Angaran/ Kuasa Pengguna
Angaran
Fenyedia Jasa

apabila pekerjaan Eengalami
keterlambatan

Penyedia Jasa
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NO I'RAIAN OBY-EK
BEI.ANJA KEI,ENGKAPAN/ UIMPIRAN I(ETERANGAN

h. Berita Acara
Pembayaran

i. Kwitanoi Dinag

j. Potongan BPJS
Ketenagakeqiaan
(potongan sesuai dengan
ketentuan yang
bcrlaku / surat
pemberitahuan BPJS
Ketenagal(erjaan)

k. Surat Setoran Pajak

Jasa
Konsultansi
Pagu Nilai
Rp Ojuta s/d
<50 juta

a. Surat Perintah Kerja
(sPK)

b. B€rita Acara
Fembayaran

c. Surat pemberitahuan
potongan denda
ketertambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKom

d. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/

e. Khusuo untuk pekerjaan
to,rl9Bltg!! vq4g
pcrhituryan harsanya
menggunakan biaya
personil lbi @ rde),
berita acara prestasi
kemajuan peke{aan
dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga
konsultan eesuai
perrtahapan waktu
pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian
alat penunjang serta
bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan
rincian dalan surat
penawaran.

f. Berita Acara Screh
Terioa Hasfl Pekerjaan

S. Bcrita Acara Fenerimaan
Jala.

h- Kwitansi Dinas

i. Surat Setoran Pajak

j. Invoice

yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta dieetujui oleh
pcnggurra anggaranl kuasa
pengguna ang8axan
Fenyedia jasa

PPN dn PPh untuk pembelian
diatas RD2.OOO.OOO.OO

d.

1) Antara Pcnyedia Jara dengan
PPKoa

apabila pckerjaan mengalami
keterlambatan;

Penyedia jasa

Fenyedia Jasa

P.FHP

Dari PPHP kepada PPIfum
ee.lanjuhya di-lcrerigkelr tse
Pensuna Anggaran/ Kuasa
Fengguna Anggaran
yanA ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK serta disetujui oleh
penguna anggaran/ kuasa
pengguna anEgaran
PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.fi)0.0fi),O0

h
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KELENGKAPAN/LAMPIRANNO URAIAN OBYEK
BEI.ANJA

Antsra Penyedia Jasa
Konsultansi dengan PPKom

Antara Penyedia Jasa
Konsultansi dengan PPK

apabila peke{aan mengalaai
keterlambatan

Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserangkan ke
PenSguna Anggaran/ Kuasa
Penguna Anggaran
yang ditandatangani pihak ketie"
dan PPTK serta disetujui oleh
pe.ngEuns anggaraq / kuasa
pcngSuna angSaran
PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.OO0.OOO,O0

Penyedia Jasa

Penyedia Jasa

PPHP

KETERANGAN

2l

c. Bcrita Acara
Pembayaran

d, Surat pemberitahuan
potonSian denda
keterlambatan pekedaan
dari PPTK/PPKom

e. Foto/buku/dokumentasi
tingkat kenajuan/
penyelesaian pekerjaan

f. Khusus untuk pekerjaan
konsultan yang
perhitungan harganya
menggunakan biaya
personil (bilfu rur4,
berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan
dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai
pentahapen waktu
pekedaan dan bukti
penyewaan/pembelian
alat penunjang serta
bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan
rincian dalam eurat
penawaran.

C. Berita Acara S€rah
Terima Hasil Pekerjaan

h. Berita Acara Fenerinaan
Jasa.

a.

l-

h. Kwitansi Dinas

ruuNilai
> 5O juta s/d
<2OO juta

Surat Setoran Pajak

Invoice

Surat
Perjanjian/Kontralc

b. SPK

3) Pagu nilai > 20O
Juta

a. Surat
Perjanjian/Kontrak

b. SPK

c. Berita Acara
P€mbayamn

d. Suratpe'mberitahuan
potongan denda
kctc. rleqbatea pc,ke- rjqg+
dari PPTK/PPI(on

e. Foto/buku/dokumentasi
ttuEkat kerneirtl,n /
penyelesaian pel@aan

Antara Penyedia Jasa
Konsultansi dengan PPKom
Antara Pcnyedia Jasa
Konsultansi dengan PPKom

apabila pekerjaan menAalami
keterlambatan

I
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NO URAIAN OBYEK
BEI,ANJA KEI,ENGKAPAN / I,AMPIRAN KETERANGAN

f. Khusus untuk pekerjaan
koasultaa yang
perhitungan harganya
menggunakan biaya
parralul PtlWrytil,
berita acara prestasi
kemajuan peke{aan
dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai
pentahapan waktu
pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian
atat penurliang serta
blkti peqsglsercl-l
lainnya berdasarkan
f ingian dalarn guraf
Penawafan.

g. Berita Acara Serah
Terima Hasil Fekerjaan

h. Berita Acara Peflerimaan
Jasa.

Penyedia Jaea

PPHP

i- Kwitansi Dinas

Dari PPHP kepada PPI(om
selanjutnya diserahlmn ke
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran
yang ditandatan8ani pihak ketiga
dan PPTI( serta disetujui oleh
pengguna anggaran / kuasa
PengSuna anggaran
PPN alan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.OO0.OOO,OO

j. Surat Sctoran Pajak

k- Invoice
11. Belanja

Barang/Jasa
yanS
discrahkan
kepada
masyaralat
Pqgu Nilai
Rp O s/d <1O
juta

a. B,erita Acar,a Serah
Terima Hasil Fekerjaan

b. Berita Acara Penerimaan
Barang/Jasa.

c. NPHD (Naskah
Perjanjian Hibah
Daerah)

d. SK Bupa.ti Penerima
Hibah

e. SK Bupati tentang
Pelimpahan wewenang

f. Kwitansi Dinas
g. Bukti Pembelian
h. Surat Sctoran Pajak

ruuNilai
> Rplojuta s/d
<50 jt

a. Berita Acara Serah
Terima Ha.eil Pekerjaa$

b. Berita Acara Fenerimaan
Barang/Jasa.

PPHP

Dari PPHP kepeda PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Fengguna Anggaran/ Kuasa
Fengguna Anggaran

Apa.bila dilinpahkan

Nota
- PPN untuk penbeliaan diatas

Rpr.@O.00O,O0
= PPN dan PPh untuk pembelian

diatas Ro2.OOO.OOO.OO
b. PPHP

Dari PPHP kepada PPKom
selanjutnya diserahkan ke
Penguna angaran/ Kuasa
PeneunaAnmran

ft
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NO URAIAN OBYEK
BEI.ANJA I(EIJNGKAPAN/ IIMPIRAN XETERANGAN

c. NPHD (Naskah
Forjanjian Hibah
Daerah)

d. SK Bupati Fenerima
Hibah

e. SK Bupa.ti tentang
Felimpahan Weweoang

f. Kwitansi Dinag
& Bukti Pembelian
h. Surat Setoran Pajak

Fengguna Anggaran/ Kuasa
Fonguna Angaran

Apa.bil,a dilirnpahkan

Kwitansi
- PPN untuk pembeliaan diatas

Rp1.000.0o0,00
- PPN dan PPh urtrrk pembelian

diatas Rp2.fiD.OOO.OO
c, ruuNilai

> 50 juta s/d
<2OO juta

a. Surat Ferintah l<erja
(sPK)

b. Berita Acara S€rah
Terima Hasil Fekerjaan

c. Berita Acara Fenerimaan
Barang/Jasa

d. Berita Acara
Pembayaran

e. Fermohonan
Fembayaran

f. Xwitansi Dinas
h. Surat Setoran Pajak

i. I,IPHD (Naskah
Fe{anjian Hibah
Daerahl

j. SK Bupati Penerima
Hibah

k. SK Bupati tentang
Pelimpahan Wewenans

Antara Penyedia Barang /Jasa
dengan PPKom
PPHP

Dari PPHP kepada PPK
selanjutnya direrahkan ke
Penguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.OO0.O00,OO

Apabila dilimpahkan

d Pagu nilai > 2OO
Juta

a. Surat
Ferjanjian/Kontrak

b. SPK

c. Berita Acara S€mh
Terima Hasil Pekerjaan

d. Berita Acara Penerinaan
Barang/Jasa

e. Bcrita Acara
Fembayaran

f. Permohonan
Pembayaran

g. Kwitaflsi Dinas
h. Surat Setoran Pajak

i. NPHD (Naskah
ffianjian Hibah
Daerah)

j. SK Bupati Fenerima
[Iibah

k. SK Bupati tentang
Felimpahan Wewenane

Antara Penyedia Barang/Jasa
dengan PPKom
Antara Fenyedia Barang/Jasa
dengan PPKom
PPHP

Dari PPHP kepada PPI(om
iclanjutnya dincrshkan kc
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

PFN dan PPh untuk pembclian
diatas Rp2.fi)O.000,0O

Apabila dilimpahkan

t2. Belanja
Pengiriman
Kursus,
Pelatihan,
Sosialisasi dan
Bintek

a. Undangan/Surat
Fenawaran

b. Surat Tlrgas dan SPPD

TandaTerima
Uang/Bukti Pembeyaran

c

Dari Pihak Penyelenggara

Ditandatangai Pengguna
Angaran

h
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d. Iaporan

13. Belanja
Beasiswa
Pcndidikan PNS

a.

b.
c,

d.
e.
f.

FC SK Penetapan
Penerima Beasisra
FrC. Surat Ijin B€l,ajar
FC. Fernyataan Ahif
sebagai Mahasiswa
FC. I(artu Mahasiswa
FC. RKSI Semester Awal
FC. KHS Semester
cc-lanjutr-rye
Tanda Terima Bea Siswa

KETERANGAN

Ditandatangani yang
Eelalcanakan tusaa
Ditandatangani Bupati

Ditandatangani Bupeti
Dikeluarkan Pihak Ferguruan
Tinggi

14. Belanja Premi
Asuransi
Kcsehatan

a. Dokumen kontrak Sesuai peraturan presiden yang
menga.tur Jaminan Kesehatan
pa.da Badan Perryelenggaran
Jaminan Sosial Kesehatan

b.
c.

Kwitansi Pembayaran
Bukti

15. Belanja
Pe{alanan
Dinas Dalar
Daerah

e- Undangan /Disposisi Yang melatarbelakangi
pelaksanaan pe{alanan dinas

b. Surat Tugas Ditandatangani oleh yang
membcri pcrintah (pimpinan
secara berjenjang)
Khusus untuk Kepala Ferangkat
Daetrah dapat menandatengani
Surat Ttrgas dan SPPD untuk
dirinya atas nama pejabat
p€mberian tugas apabil,a atasan
tidak berkedudukan dak'n satu
wilayah kerjanya
Sesuai Standar Harga Bupau dan
Peraturan Bupati yang mengatur
perjalanan dinas

c. SP.P.D

d- Bulrti Penerim.a,an SPPD
e. Iaporan Hasil

Perjalanan Dinae
i hkt4 Intc.grt4s - Surat Femyataan Tanggun€

Jawab Mutlak
16. Belanja

Perjalanan
Dirias Luar
Daerah/Luar
Negeri

a. Undangan /Disposisi
b. SuratTugas

- Jika ada undangan /disposisi

c. SPPD
secara berjenjang)

- Sesuai Standar Harga Bupati
dan Peraturan Bupati yang
mengatuf perjalanan dinas

d. Bukti Penerimaan SPPD
e. Leporan Hasil

Pedalanan Dinas
f. Bul<ti Trarsport/Nota

EEM
C. Bukti Penginapan
h. Palfta Integritas - Surat Pemlrataan Tangung

Jawab Mutlak
20. Pengadaan

melalui e-
purchasing dan
pembelian
online

a. Surat Pesanan

h
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
I(abupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Asugtue 2oj9

IB,U RWOREIO,I

{AGUS BASTIAN ,
Diundangkan di Pur:rrorejo
pada tanggal 12 tguetus 201!

SEKRETARIS DAERAH PATEN PURWORE.IO,

ASAID RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURII'ORE.IO
TAHUN 2019 NOMOR 40 SERI E NOMOR 35

*JU

a

h
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